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Permohonan Pengujian Batas Usia Terendah Capres—Cawapres Bertambah

Jakarta, 5 September 2023 - Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang
Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (5/9) pukul 13.30 WIB. Masing-
masing permohonan diregistrasi MK sebagai Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 92/PUU-
XXI1/2023. Pemohon pada Perkara 90 merupakan perorangan bernama Almas Tsagibbirru,
seorang mahasiswa. Sedangkan Pemohon pada Perkara 92 merupakan perorangan Bernama
Melisa Mylitiachristi Tarundung, calon advokat Peradi. Para Pemohon menguji norma yang
berbunyi:
e Pasal 169 huruf q UU 7/2017

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

Pada bagian kedudukan Pemohon, Pemohon Perkara 90 menjelaskan bahwa ia merupakan
warga kota Surakarta yang mengagumi kinerja Gibran Rakabuming selaku walikota. Menurut
Pemohon Perkara 90 juga, merujuk pada data jumlah kepala daerah terpilih yang berusia di
bawah 40 tahun dan informasi mengenai kinerja mereka, sudah seharusnya tidak terdapat
pembatasan bagi tokoh pemimpin muda untuk dapat mencalonkan diri dalam Pemilu 2024
sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Untuk itu, MK diminta menyatakan Pasal 169 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
dengan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Kepala
Daerah.”

Sedangkan, oleh karena kedudukan hukum dan alasan permohonan yang berbeda, Pemohon
para Perkara 92 meminta MK menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.” (RA)
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